BUPATI KARD
FROVINSI SUMATERA UTARA

FPERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 0S5 TAHUN 2018

SANGOAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KARO
DENGAN RAHMAT TUHAN YaNG MAHA ESA
BUPATI KARD,

ﬁmimbang * B bahwa untuk melakeanalkan ketentuan Pazgal 9 a¥at (1) Peraturan
Menteri Pendidilcan dan Kebudayaan Nomior 4 Tahun 2018 tentang
Alih Fungsi Sangpar Kegiatan Belajar menjad; Satuan Pendidikan
Nonformal Sejenis, perly dilaksanakan alih fungsi Unit Pelaksansg
Tekrnig Sangear Kegintno Belajar Kabupaten Karg memjadi Unge
Pelaksarn ]

aksana Telnis Daerah (UPTD) o Lingiog
Daerah Kabupaten Karo; )

€. bahwa berdasariean pertimbangan sebagaimang dimaland dalam
; huruf a dan huruf'b, periy menstapkan Perutiiran '
pe Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan j j
Pe

Teknis Daerah Satugn Pendidikan Nonforma] Sangpar
IJ Kegiatan Belajar Kabupaten Kaga; k

Indonesia Nomor 1092), _
a9 Undang-l.lndangmmnr 20 Tahun 2003 lentang Sises
i Negara Republik Indonesia Tahyn 2003 Nomer
T8, Tambahan Lembaran Negara Republile Indonesig Nomor 4301).

i = Undn.n.g—Un-lin.ng Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Peraturan Parundang-u:-dang:an {Lembar
Indenesia Tahun 2011 Nomar 82

Republik Indonesia Nomor 5234;

E
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pvne plienie o
- LT




10.

11.

12,

"13.

14,

R

Und.ang-Undnng Nomor 23 Tahun <014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2014 Namor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimena telah diubah beberapa kali terakhic dengan Undang-

tentang Standar Nasional Pendidikan (LembBaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2015 NWomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar S6TY);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengparann Pemeénntahan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Ne
Republik Indonesia Nomor 2103) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 665 Tabun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Memor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelalasn dan Penyelenggaraan Pendidikan [Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 5 1537); '

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranglat
Daerah {Lembaran Negara Republile Indonesia Tahun 2015 Momor
114, Tambahan Lerabaran Negara Republil Indonesia Nomoe 2887
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun
2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal [Berita
Negara Republilk Indonesia Tahun 2013 Nomor a7T);

Peraturan Menteri Pendidikan darn Kct:udayaan Namor 11 Tahun

2016 Nomor 330);

Peraturan Daerah Kabupsten Karg Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentulman Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Memor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Momar 03); :

MEMUTUSKAN...




4.
MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGS! UNIT PELAKSANA

TEKNIS BANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI UNIT PELAKSANA
| TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGOAR
| KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KARO.

BAaB |
KETENTUAN UMUM
Pazal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L. Daerah adalah Kabupaten Karo;

4. Pemerintah  Daerah  adalah kepala Daerah  sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Dasrah yang memimpin pelapksanasn Urusan Pemesntahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom:

E Bupati adalah Bupati Karo; "

- Dinas Pendidikan yang selanjutnya dissbut Dinas adalah Dinas Pendidikan
Kabupaten Karo:
. E Kepala Dinas Pendidilan yang sclanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepals
Karo;

Dines Pendidilean Kabupaten 5 .

. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjuinya disebut UPTD adalah Unsur
Pelaksana Teknis Operasional Dinas;

7. Banggar Kegiatan Belajar yang sclanjfutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegintan

Belajar Kabupaten Karo:

p. Batuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah

kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidilean

nonformal;

i, Program Pendidikan Nonformal selanjutnyva disebut Program PNF adalah layanan

"+ pendidikan yang  diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalu
pendidikan kecakapan hidup, pendidikan analk usia dini, pendidikan kepemudasan,
pendidikan  pemberdayaan  perempuan, pendidikan  keaksaraan, pendidilean
keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidilan lain vang
ditujulkan untuk mengembangkan Hemampuan peserta didil;

10. Pendidik di Satuan PNF adalah Pamong Belsyar, Tutor, Fasilitater ataw sebutan lain

yang relevan yang memililki tuges utama melakukan kegiatan pembelajaran,

pembimbingan dan pelatihan: -

ﬁl.Tenﬂga kependidiken di Satuan PNF adalah tenaga administrasi, pustakawan,

laboran, teknisi serta penata telonik informasi.

BAE I
ALIH FUNGSI
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini UPT SKB dialik fungsikan menjadi UPTD Satuan PNF SKB,
Pagsal 3

ih Fungsi UPT SKB menjadi UPTD satuan PNF SKB diatur dengan ketentuan sebagai
t ¥

EI{B' tetap digunakan sebagai nomenidatur UPTD satuan PNF SKB
diselenggarakan oleh Pemerintal Kabupaten Karg: "y

fugas pokok dan fungsi SKB sebagai UPTD din jadi :
UPTD Satuan PNF SKB: bah menjadi tugas pokok dan fungsi




S

e. L{npala EBR’.S sebagai jabatan struktural UPT SKB diubah menjadi Jabatan fungeinnal
ETTang Bjar;
d. Kepala Subbagian Tata Usaha SKB sebagai jabatan struktural UPT diubah menjadi
Jabatan Pelalaang YAang mengurusi Urysan Tata Usaha; dan
€ sarana dan prasarang yang dimiliki 8KB sebagai UpT diubah menjadi Sarana dan
Prasarana UPTD Satuan PNF SKR,

' Program PNF sesuai dengan ketentuan peraniran pPerundang-undangan; dan
b. menerbitkan ijazah dan/atay ikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan
ketentuan pernturan Perundang-undangan,

BAR I
KEDUDUEAN, TUGAS, FUNGSI DAN PROGRAM
Pasal 5

2] UPTD Satuan PNF SKB schagaimana dimalcsud pada ayat (1) dipi;upﬁ-:rleh scorang
enaga fungsional ¥ang diberi tugas tambahan sebagal Kepala UPTD Satuan PNF
SKB.
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*. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
Pendidikan kesetaraan; dan
+ Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAR IV
SUBUNAN OROANISASI
Bagian Kesaru
Struktur Organisasi
Pasal 10

1] Susunan organisasi UPTD Satuan PNF SKE terdiri atas :

8. Kepala;

b. Urusan Tata Usaha; dan

¢. Kelompok Jabatan Fungsional, :

¢) Bagan Susunan Organisasi UPTD Batuan PNF SKB sebagsimana tercantum dalam
Lampiran yang merupalan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Eepala
Pasal 11

i) Kepala UPTD Batuan PNF SKB diangkst dari jabatan fungaional pamong belajar
pada Satuan PNF SKB;

2] Kepala UPTD Satuan PNF SKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu
oleh Pejabat Pelaksana yang mengurusi Urasan Tata Usaha, Pamong Belajar dan

Jabatan Fungsional lainnya;
B} Kepala UPTD Satuan PNF SKB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas;

[4) Kepala UPTD Satuan PNF SKB adalah seorang Tenaga [ungsional Pamong Belajar

yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Satuan PNF 3KB, dengan rincian

tugas schagai berikut :

a. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi  UPTD Satuan PNF 8KH ;

b. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi URTD Satuan PNF SKB;

c. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan tujusan UPTD Satuan PNF
SKB;

' d. menyusun rencana keja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang

seharusnya dicapai dalam rangka mendubung peninglkatan muty luhisan UPTD

Satuan PNF SKB ;

e. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dana
anggaran UPTD Satuan PNF 8KB berdasarkan rencana kerja jangka menengah;

f. menyusun rencana program UPTD Satuan PNF SKB : |

g menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan UPTD Satuan PNF SKB per semester
dan tahunan,; .

. ﬂﬂ;u:malmn pengembangan organisasi UPTD Satuan PNF SKB seauai dengan

t:u-]j'al:l'l‘

i mdaka:a:mlm.n penlg-:h]aan perubahan dan pPengembangan  UPTD Satuan PNP
SKB menuju urgama.iml pembelajaran yang efelktif:

j. melaksanalan pengelolasn pendidilan dan tenaga kependidikan UPTD Satuan
PNF SKB dalam rangka pendayagunasn sumber daya manusia secara optimal;

k. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD Satuan PNF SKE da.[a.rrn
m:IEkm afahnnmwmmm SECArA optimal;

L m 5 pengelolaan peserta didik dalam rangha penerimaan peserta didik
baru seria penempatan dan pengembangan kapasitas peserta :Lid.l.k;m :




i
m. melaksanalenn pengelolaan i '
I pengembangan  lavdlulum dan kegintan
Pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;

0. me
Program  percontohan rogram  PAUD dan  Pendidikan
. Hﬂlsj.rm'almt: E
+ Melaksanakan pembimbin ram PAUD dan Pendidilktan Ma t di
s B gan prog syaraka

P melaksanakan program desa binaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

9 melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan
Pendidikan Masyarakat;

r. melaksanakan program keuangan UFPTD Satuan PNF SKB sesuai dengan aturan
¥ang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan afesien:

8. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD Satuan PNF SKB:;

L. melaksanakan pengelolaan system informasi UPTD ' Satuan PNF SKB dalam
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran
dan manajemen UPTD Satuan PNF SKB;

u. melaksanakan pemonitoran (monitoring) ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kegintan UPTD Satuan PHNF SKE;

¥. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan

masyarakat, dan dewan pendidikan;

- melaksanalkan gystem pengendalian internal; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.

v E

Bagian Ketiga
Urusan Tata Usaha
Pazal 12

|| Urusan Tata Usaha dilaksanakan oleh Pejabat Pelakaana yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala' UPTD Satuan PNF SKRB.
h; Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanslkan tugas kepala UPTD Satuan
PNF SKB di bidang perencanaan, kepegawaian, kesiswaan, kevangaan, evaluasi dan
p . pealaporan, perpustakann, kearsipan, kehumasan, administrasi persuratan, rumah
" tangga dan perlengkapan /tugas administrasi pada UPTD satuan PNF SKE.
8| Kepala urusan tata usaha mempunyai tugas sebagai berikot :
a. melakukan penylapan bahan penyusunan program kerja UPTD Satuan PNF SKR:
b. melakukan penyusunan rencana, program, dana anggaran UPTD Satuan PNF
SKB;
e. melakukan urusan pembuluan, verifikasi, penghitungan  anggaran, dan
pertanggungiawaban anggaran UPTD Satuan PNF SKB -
d. melaleukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di linglun
UPTD Satuan PNF SKB: . s
e. melakukan urusan pembayaran belanfa pegawai, belanja barang, belanja modal,
dan pembayaran lainnya;
f. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan  UPTD Satuan
PNF SKB; :
melalukan fasilitas peningkatan kompetensi pendidik dan tenega kependidikan:
. melakukan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidilk dan
tenaga lependidilean;
i. melalkukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakasn, dan kears; di
lingkungan UPTD Satuan PNF SKB : ' pan
. melaloukan urusan publikasi dan dokumentasi 4 lingkungan UPTD Satuan ENF
SKB;
! mzlalu:lgan peayusunan rencana lebutuhan, pengadaan, penerimaan,
inventanisasl, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik
Negara di linglungan  UPTD Satuan PNF SKE -
l. melakukan...
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melakukan yrysan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan dj
lll'lgktlnm UPTD Satuan PNF SKB -

- melakoyknn pengaturan pcnmmaan;:uarnna dan Prasarana di lingkungan UPTD

Satuan PNF 8B ;

- Melakukan pPenyvimpanan dan pemeliharnan dolumen urisan tata ussha UPTD

Satuan PNF SKB;

Melakukan penyusunan laporan urusan tata nsaha dan konsep laporan UPTD
Satuan PNF SKR 3

- melaksanalkan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan

masyaralkat;
melaksanakan tugas kedinasan lainya yang difugasken cleh atasan: dan
melaporkan hasil pelaksanazn tugas kepada kepala UPTD Satuan PNF SKB |

Bagian Keempat
Kelompak Jabatan Fungsivnal
Pasal 13

menyusun dasain penyelengparaan kegiatan belajar mengajar;
menyusun silabus pembelajaran:

menyusun silabus pelatihan;

menyusun silabua pembimbingan;

menyusun rencana pelaksanaan Pembelajaran;

menyusun rencana pelalksanaan pelatihan:

MCOyusun rencana pelaksanaan pembimbingan; :
melakaanakan pembelajaran;

melaksanakan pelatihan

melakaanakar: pembimbingan; ;
menyUusun mstrument penilaian hasil pembelsjaran sesyuai matn
pelajaran / materi yang dismpunya/di ikan:

- MENYUsUn instrumen penilaian hasil pelatihan sesygj mata pelajaran matery

yang d.ia.mpunﬂ,.fdjmmpnikan

. mEnyusun  instrumen Penilaian hagil Pembimbingan sesual  maty

e e yang diampunya, disampaikan;
menilai mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai mats i -
diﬂmpunj.r&..’djsampnikan; mata pelajaran /mater; yang
menilai dan mengevaluasi hasj latihan ; . !
diampunya/disampaiksan- F? SeSual mata pelajaran/materi yang
menilaj



=
: melaksan - mﬂm"_t Pengkajian program ;
A mmﬂhlhahﬂ: orientasi petugas pengumpul data pengkajian propram ; .
I Program: Pengumpulan, pengelolaan, analisis, serta pelaporan penglajian
 bb, mrﬁ""-‘ﬂ‘;ﬂ rEncangan pengembangan model program dan/atau model
P aclajaran, pelatihan/pembimbingan PNF dan Pendidikan Masyarakat; dan
¢ melaksanalpn Pengembangan  model program  dan/atau  model
pembelajaran /pelatihan / pembimbingan PNF dan Pendidikan Masyarakat;

Pazal 14

| Kelompolk Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus
dengan bidang keahliannya yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan

Secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melalksanakan kegiatan
belajar  dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan
percontohan pengembangan lourikubam, pengembangan model, pengembangan
Prolesi, pengkajian program dan penilaian Pendidikan Nonformal serta pengahdian
masvarakat.

Jabatan Fungsional terdiri dari sefumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsliunal
dari Pameng Belajar dan Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya sesuai bidang

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentinn dalam Jabatan
Pasal 15

BAB TV
Paszal 15

BaB VI
Pasza] |7

. yang
mengatur mengenai UPT SKB yang bertentangan den Peraturan B i imi
dicabut dan dinyatakan tidak berigky, e R

Jabatan Pengawas Kepala UPT SKB sebelum diber Peraturan Bupati
in, dialihkan menjadi Pejabat F‘:Imgsinnal atau Pejabat Pelaksana pada Diﬁia
dengan tugas tambahan sebagni Kepala UPTD Satuap PNF SK8 , sebelum
ditetapkannya pejabat depenitif seauaj dengan Pera ini.

BAB VIT.,,



9.

BAR VI
KETENTUAN PENUTUP
Pas==] 18

Faturan Bupati ini mulaj berlalu pada tangpal diungangkan.

sctiap orang mengetahuin : | tni
ya, memerintahban pengundangan Peraturan Bupati ini
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo,

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal

BUPATI KARO,

ttd,
TERKELIN BRAHMANA

iundangkan di Kabanjahe
tanggal
KRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR MENJADI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN

NONFORMAL SANGOAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN KARO.

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS]
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

BANGGAR KEQIATAN BELAJAR
KABUPATEN KARO
KEPALA ’
URUSAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI KARO,
thd.

TERXELIN BRAHMANA



